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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia disamping menys
Juga melaksanakan pembangun
masyarakat adil dan makmur. Pele
yang terus meningkat sejalan dengg
pembangunan itu sendiri. Untuk 1

elenggarakan pemerintahan umum,
lan yang bertujuan mewujudkan
iksanaan tersebut memerlukan dana
an peningkatan volume dan dinamika

mengurangi ketergantungan sumber

finansial eksternal. Pemerintah Indanesia secara terus menerus berusaha

meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal terutama

berasal dari penerimaan migas dan non migas. Penerimaan non migas

meliputi penerimaan perpajakan dan bukan pajak.

Kita ketahui bersama bahwa sampai dengan awal tahun 1980

struktur penerimaan dalam neger

di dominasi oleh pemerintah dari

sektor migas, namun kemudian peranan dari sektor migas semakin

menurun karena di samping jumlah volume penjualan telah ditentukan

(berdasarkan kuota), harganya ter:

gantung dari harga migas di pasar

internasiona’, juga persediaan di bumi Indonesia semakin berkurang.

Namun dengan meningkatnya harga minyak per barrel akhir-akhir ini

(sekitar US$ 22 per barrel) dan melemahnya nilai tukar rupiah, peranan

migas kembali terangkat.

Dalam rangka pemenuhan pembiayaan negara baik rutin maupun

pembangunan, sumber penerimaan dalam negeri semakin ditingkatkan

pencapaiannya antara lain melalui

peningkatan penerimaan dari sektor

perpajakan. Besaran APBN 1999/2000 adalah Rp. 219,603 trilliun, terdiri

dari penerimaan dalam negeri Rp.

142,203 trilliun, penerimaan migas

Rp. 20,965 trilliun, dan penerimaan buhan pajak Rp. 26,499 ftrilliun.

Sementara penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp. 94,739 trilliun atau
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66,6% dari penerimaan Dalam Negeri, terencana tuags Direktorat
Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sebesar Rp. 79,034 trilliun atau hampir
Rp. 80 trilliun. Angka tersebut meliputi Pajak Penghasilan (PPh)
Rp. 40,626 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Pengalihan Hak
Atas Tanah dan Bangunan Rp. 3,347 trilliun.

Dalam APBN 1999/2000 membaiknya nilai tukar rupiah dan
menurunnya harga jual minyak dapat menekan peran migas menjadi
14,99% (lebih rendah dari tahun 1997/1998), yang sangat menurun
menjadi 48,8% (1998/1999), naik menjadi 66,8% (1999/2000). Dengan
prinsip APBN yang berimbang dan dinamis yang dianut oleh pemerintah,
penerimaan pajak Indonesia diupayakan untuk selalu meningkat. (Berita
Pajak No. 14 12/tahun XXXII/ 1 Februari 2000).

Dalam era pembangunan, |penerimaan pajak mutlak diperlukan

untuk melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan nasional di
sedala bidang. Pajak merupakan institusi yang mengatur pembangunan
nasional, karena penerimaan pajak selalu dikaitkaﬁ dengan kebutuhan
s meningkat akibat proyek-proyek
h.

jak merupakan sumber yang stabil,

investasi dalam negeri yang h
pembangunan yang harus berta

Penerimaan dari sektor
sangat potensial serta sesuai dengan pembangunan dan rasa keadilan,
sebagaimana diisyaratkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN),
karena wajib pajak bukan merupakan proyek tetapi subyek dalam rangka
pembangunan nasional dengan asas gotong-royong. Pemerintah telah
mengupayakan berbagai macam cara guna meningkatkan penerimaan
negara dari sektor pajak, diantaranya mengadakan pembaharuan sistem
perpajakan yang ada yang dikenal dengan istilah “Tax Reform”.

Untuk mendukung penerimaan negara dari sektor pajak dan

mencapai target yang diinginkan salah satu alternatif yang diambil oleh
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Direktorat Jenderal Pajak sebagai

Pengolahan Data dan Informasi adz

pengemban tugas khususnya Seksi

lah ekstensifikasi wajib pajak melalui

penggalian, pengolahan, dan pemanfaatan data karena data mempunyai

peranan yang penting, antara lain
wajib pajak, meningkatkan kebutul
pelaksanaan sistem self assesmer
laporan wajib pajak dengan data yat
terarah, keputusan yang lebih ob
efektif.

Gambaran di atas menunjuk

untuk ekstensifikasi dan intensifikasi
nan wajib pajak melalui pengawasan
it dengan cara menguji kebenaran
ng ada, serta membuat rencana lebih

)yektif dan pengawasan yang lebih

(kan pentingnya data dalam rangka

ekstensifikasi wajib pajak untuk mendukung peningkatan penerimaan

dalam negeri kKhususnya dari sek
penulis memilih judul “Ekstensifiki
Pendapatan Pajak Di Kantor Pelayan

tor pajak. Sehubungan hal di atas
asi WP Dalam Upaya Meningkatkan
an Pajak Surabaya Tegalsari.”

1.2 Tujuan dan Kegunaan Magang

1.2.1 Tujuan Magang
Setiap kegiatan yang dilaksar

ingin dicapai, demikian juga dalar
penulis laksanakan. Tujuan magang
a. Memenuhi salah satu persyaraf
studi Diploma III Perpajakan Fa
Universitas Jember,

memadukan antara teori yang

dengan kegiatan nyata yang t{

magang,

. Memperoleh pengalaman, pengg

nakan pasti mempunyai tujuan yang
m kegiatan program magang yang

yang ingin dicapai antara lain :
lan dalam menyelesaikan program
kultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

2tahuan, serta membandingkan dan
penulis peroleh di bangku kuliah
lelah direaliasikan dalam kegiatan
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c. Mengetahui sistem penggalian
dalam rangka ekstensifikasi waj

1.2.2 Kegunaan Magang

Selain memiliki tujuan, pr
laksanakan juga memiliki keguna:

, pengolahan, dan pemnafaatan data
ib pajak.

ogram magang yang telah penulis
an. Kegunaan kegiatan magang yang

penulis laksanakan mulai 26 Januari 2000 sampai 26 Februari 2000

antara lain :

a. Mengenal lebih jauh kenyataan

Kuliah di masyarakat,
. Memberikan  bahan

menyempurnakan kKurikulum,

pertimbangan untuk mengan

masukan

Bagi Kantor Pelayanan Pajak m

ilmu yang telah diterima di bangku

bagi lembaga pendidikan

erupakan bahan masukan dan bahan

nbil langkah terbaik dalam upaya

meningkatkan peranan pajak untuk mendukung peningkatan

penerimaan dalan negeri.
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II. KERANG

2.1 Landasan Teori

PEMIKIRAN

Suatu Kkegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa
adanya landasan, baik landasan teori maupun landasan hukum. Dalam

pelaksanaan penggalian, pengol
ekstensifikasi wajib pajak juga meng
Pengertian dari istilah-istilah
teori pelaksanaan, penggalian, peng
ekstensifikasi wajib pajak sebagai be
1. Pajak adalah iuran kepada kas

an, dan pemanfaatan data untuk
unakan landasan.

yang digunakan sebagai landasan
jolahan, dan pemanfaatan data untuk
erikut :

negara berdasarkan undang-undang

dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan

dan digunakan untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran negara (Soemitro, dalam Mardiasmo,

1991:7).

- Data ialah keterangan dalam seggla bentuk baik yang tertuang dalam

tulisan, media elektronik maupun rekaman.

Data dapat dibedakan menjadi :
a. Data Makro

Keterangan yang menunjukkan kegiatan/keadaan secara umum

dalam suatu masa tertenty tanpa menunjuk secara khusus

kegiatan/keadaan wajib pajak
b. Data Mikro

tertentu.

Keterangan yang secara khusus memberi petunjuk tentang

kegiatan/keadaan Wajib Pajak

Badan maupun Perseorangan dalam

suatu peristiwa atau masa tertentu.
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. Sumber Data

. Pemeriksaan

Ditinjau dari jumlah satuanny
1) Data Tunggal

Data mikro yang dalam
petunjuk tentang kegiatan
wajib pajak dalam suatu m
Data Gabungan
Dala mikro dalam suatu ¢
kegiatan/keadaan beberz

Perseorangan dalam suatu

. Nilai Data

Nilai yang dinyatakan dalam
peristiwa/perbuatan, dapat dalar
Jika nilai data dalam satuan

berdasarkan kurs pada saat terjag

Asal dari mana data itu diperoleh

Serangkaian kegiatan untuk me
data atau keterangan lainnya

pemenuhan kewajiban perpajaka

perundang-undangan perpajakan.

. Pemeriksaan Sederhana Lapangai

a data dibedakan menjadi :

suatu dokumen hanya memberi
atau keadaan seseorang atau suatu

1asa tertentu.

dokumen memberi petunjuk tentang

ipa Wajib Pajak Badan maupun

masa tertentu.

satuan uang dari satuan keadaan
m rupiah atau satuan uasng asing.
tang asing maka harus dikurskan
dinya transaksi.

ri, mengumpulkan, dan mengolah

d::m rangka pengawasan kepatuhan

n berdasarkan ketentuan peraturan

n (PLS)

Pemeriksaan yang menerapkan teknik-teknik pemeriksaan bobot dan

kedalaman yang sederhana lingku

Ip pemeriksaan di lapangan.
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7. Berkas Data
Tempat himpunan data makro yang berfungsi sebagai sarana
administrasi yang dinamis untuk menunjang kegiatan intensifikasi
pemungutan pajak negara yang terdiri dari induk berkas yang
berisikan anak data dalam bentuk map bertali dengan tanda
pengenal nama, alamat NPWP, jenis usaha dan anak berkas data yang
berbentuk map swellhecter yang memuat data wajib pajak pertahun
data.

8. Unit Organisasi Pemakai Data
Unit organisasi yang dalam pelaksanaan tugas pokoknya diharuskan
memakai data mikro untuk ekstensifikasi dan intensifikasi.

9. Terminal Data
Unit-unit organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang di samping tugas
pokoknya juga bertugas untuk mengumpulkan, menerima, menata

usaha, memproduksi data, dan mengirimkan ke unit pengolah data.

10. Daftar Data Wajib Pajak Tidak Dikenal (KP. PDIP.3.8)
Sarana untuk mengetahui wajib pajak yang belum terdaftar.

11. Surat Himbauan NPWP (KP. PDIP. 3.8)
Sarana bagi Kantor Pelayanan [Pajak (KPP) untuk mengimbau wajib
pajak agar mendaftarkan diri disertai lampiran :
1) Formulir pemberitahuan memiliki NPWP (KP. PDIP.3.9-1)
2) Formulir pernyataan tidak memiliki NPWP (KP. PDIP.3.9-2)
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12. Daftar Surat Himbauan NPWP (KP.PDIP.3.10)
Sarana untuk mengetahui jumlah serta nama-nama wajib pajak yang
dihimbau untuk mendaftarkan diri.

13. Ekstensifikasi Pajak
Langkah yang ditempuh untuk

Jenderal Rektorat Pajak (DJP) yang

diarahkan pada upaya untuk menjangkau potensi pajak yang belum

terealisir.

2.2 Landasan Normatif

Selain memerlukan landasan teori, pelaksanaan penggalian,

pengolahan, dan pemanfaatan data

untuk ekstensifikasi wajib pajak juga

memerlukan landasan normatif sebagai pedoman pelaksanaan yang

memiliki kekuatan hukum. Landasan normatif yang digunakan antara

lain :

1. Undang-undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nom
Umum dan Tata Cara Perpajaka

9 tahun 1994 tentang Ketentuan

a. Pasal 1 huruf (a) tentang pengertian Wajib Pajak

o

Pasal 39 29 Jo pasal 31 ten

=0 a0

Pasal 1 huruf (b) tentang pengertian Badan
Pasal 1 huruf (s) tentang pengertian Pemeriksaan
Pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5 tentang NPWP dan NPPKP

g kegiatan Pemeriksaan

Pasal 39 ayat (1) tentang Sanksi Pidana Tidak Mendaftarkan Diri

atau Menyalahgunakan Tanpa Hak NPWP atau NPPKP
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- Kep. DJP No. Kep 394/PJ/1992 tanggal 19 Agustus 1992 tentang
Pedoman Tata Usaha Pengolahan Data (PTUPD) 1992.
- Kep. Menkeu No. 925/KMK.04/1994 tanggal 27 Desember 1994

tentang Tata Cara Pemeriksaan
. SE-18/PJ.7/1996 tanggal 24

di bidang Perpajakan.
Oktober 1996 tentang Pemeriksaan

Sederhana Lapangan dalam rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak.
- SE-18/PJ.23/1996 tanggal 4 Npvember 1996 tentang Laporan Hasil
Pemeriksaan Sederhana Lapangan dalam rangka Ekstensifikasi Wajib

Pajak.

. SEO01/PJ.23/1997 tanggal 13

Januari 1997 tentang Pembuatan

Laporan Pemeriksaan Sederhana Lapangan untuk Ekstensifikasi Wajib

Pajak.

- SE-12/PJ.7/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pembuatan
Daftar Nominal Wajib Pajak yang akan diperiksa. -
- SE-29/Pj.9/1992 tanggal 19 Agustus 1992 tentang Pedoman Tata

Cara Pengolahan Data.

. SE-11/PJ.41/1994 tanggal 3 Mei 1994 tentang Pemanfaatan Data

Pengurus/Komisaris, Pemegang

Saham/Pemilik Modal dan Penerima

Deviden, Bonus, Tantiem dan Gratifikasi.

Maret 1996 tentang Rencana

10.SE-01/PJ.23/1996 tanggal 29
Peningkatan Jumlah Wajib Pajak

Terdaftar.

11.SE-12/PJ.7/1996 tanggal 15 Juli 1996 tentang Pemeriksaan Tahun

1996.

12.SE-04/PJ.1997 tanggal 28 Pebruari 1997 tentang Ekstensifikasi Wajib
Pajak dengan Pemanfaatan Data PBB.
15.SE-02/PJ.2/1998 tanggal 28 Januari 1998 tentang Pemanfaatan Data

Mikro.
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14.SE-09/PJ.23/1998 tanggal 1 Ju
dalam Rangka Ekstensifikasi Waj
15.SE-10/PJ.24/1998 tanggal 1 Ju
Wajib Pajak Non Efektif dan Sura

10

li 1998 tentang Penguasaan Wilayah

ib Pajak.

ili 1998 tentang Penelitian Kembali

t Pemberitahuan (SPT) Kempos.
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IIl. TAHAP PENG
ANAL

iUMPULAN DATA DAN
ISIS DATA

Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan suatu kegjatan harus

melalui tahapn-tahapan. Dalam [
Juga tidak lepas dari tahapan-ti
penyusunan Laporan Akhir Magang

3.1 Tahap Persiapan

Setiap kegiatan tidak akan
persiapan. Untuk mencapai tuju:
melaksanakan magang penulis me
1. Penentuan Lokasi Magang

Menentukan Kantor Pelayanar

lokasi magang karena Kantor F

Kantor Pelayanan Pajak yang m
. Pembekalan

Mengikuti pengarahan-pengarz

M.Si, selaku Ketua Program

Purnomo, M.Si, dan Drs. Husni /

3.2 Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupaki

tanpa didukung dengan adanya dat
memperoleh hasil yang baik. Unty

yang diperlukan, upaya yang penuli

11

penyusunan Laporan Akhir Magang ini
ahapan yang penulis lakukan dalam
(q adalah :

| berjalan dengan baik jika tida ada
an yang diinginkan sebelum penulis
lakukan beberapa kegiatan :

1 Pajak Surabaya Tegalsari sebagai
'elayanan Pajak merupakan salah satu
enjadi barometer IMF.

than yang diberikan Drs. Sasongko,
Diploma Il Perpajakan, Drs. Joko
Abdul Gani selaku dosen pembimbing.

an langkah yang amat penting, sebab
la suatu kegiatan penelitian tidak akan
1Kk mendapatkan keterangan dan data
s lakukan adalah :

{BEER
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L

Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan untuk mendapatkan

12

informasi

dengan bertanya kepada beberapa responden. Untuk memperoleh

informasi tersebut penulis telah
aparat pajak di Seksi Pengolaha
adalah :
a. Kasubsi Data Masukan Dan [
b. Kasubsi Pengolahan Data Da

mengadakan wawancara dengan tiga

n Data dan Informasi. Masing-masing

data Keluaran,

n Penyajian Informasi,

c. Kasubsi Penggalian Potensi FPajak Dan Ekstensifikasi Wajib Pajak.

Singarimbun (1989 : 192)
Wawancara adalah satu bagian

yang terpenting dalam setiap survei,

tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya di
dapat dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara

merupakan proses interaksi dan

Pengamatan

komunikasi.

Pengamatan merupakan Kegiatan untuk mendapatkari data dengan

melihat langsung terhadap suatu kegiatan. Dalam kegiatan ini penulis

ikut berpartisipasi
Pengolahan Data dan Informasi
yang dilakukan dalam meningka
Hadi (1994 : 136)

Sebagai metode
pengamatan dengan sistematik

dalam kegiatan-kegiatan pegawai di

ilmiah observasi

Seksi
(PDI), serta mengamati upaya-upaya
tkan jumlah wajib pajak.

biasanya diartikan sebagai
fenomena yang diselidiki. Dalam arti

yang luas observasi sebenarnya tidak hanya pada terbatas pada
pengamatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Kepustakaan
Upaya penulis mengumpulkan
laporan dengan membaca undar

yang berhubungan dengan matc

data yang mendukung pembuatan
1g-undang, surat edaran, dan literatur

2ri laporan. Upaya ini penulis lakukan
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di UPT Perpustakaan Univers

Tegalsari.

3.3 Tahap Pengolahan Data
Pengolahan data adalah usa

dan dimengerti. Banyaknya data

13

sitas Jember dan di KPP Surabaya

iha untuk membuat data dapat dibaca
tidak akan berarti jika tidak diolah

dengan baik. Pengolahan data yang penulis laksanakan adalah data yang

penulis kumpulkan selanjutnya dij
data yang tidak diperlukan. Data

sedangkan untuk data yang diper

dimengerti dan mempermudah tin

3.4 Tahap Analisis Data

Analisis data merupakan pro
kegiatan penelitian sebab dari has

Analisis data ada dua cara yaitu ang

Wignjosoebrcto (1986 ; 269)
Sesungguhnya analisis itu

analisis kualitatif dan anali

tergantung pada sifat data
yang dikumpulkan hanya s

kasus-kasus (sehingga tidg
klasifikasi), maka analisanyd
yang dikumpulkan itu besar

kategori-kategori (dan oleh
demikian analisa kuantitatof

Setelah data yang terkumpt
penelitian ini data yang dikumpulk
data yang penulis peroleh sedikit ds

pilah antara data yang diperlukan dan
1 yang tidak diperlukan disendirikan,
lukan selanjutnya ditata untuk mudah
dak selanjutnya.

ses yang tidak kalah penting di dalam
il analisis akan diperoleh kesimpulan.

alisis kualitatif dan analisis kuantitatif.

dapat dibedakan menjadi dua yaitu
sis Kuantitatif. Perbedaan ini sangat
yang dikumpulkan peneliti. Jika data
edikit, yang bersifat monografis atau
ik dapat disusun kedalam struktur
pasti kualitatif. Lain hanya jika data
dan mudah diklasifikasikan kedalam
karena berstruktur), maka dalam hal
yang harus dikerjakan.

L

1l diolah kemudian dianalisis. Dalam
lan dianalisis secara kualitatif, karena

an berupa kasus-kasus.
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3.5 Tahap Kesimpulan
Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisis

beru kemudian ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan berdasarkan

uraian bab-bab sebelumnya, serta saran untuk mencapai tujuan .

Hadi (1984 : 42)

Dengan deduktif kita berangkat dari pengetahuan yang sifatnya
umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu kita
hendak menilai suatu kejadian yang khusus.

Dalam memberikan kesimpulan penulis menggunakan cara
deduktif karena data yang penulis kumpulkan berupa kasus-kasus.
Kasus-kasus yang ada penulis tarik kesimpulan ke hal yang lebih khusus

agar lebih mudah dimengerti.
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TOR PELAYANAN PAJAK
TEGALSARI

urabaya Tegalsari
ya Tegalsari merupakan salah satu

4.1 Sejarah Perkembangan KPP

Kantor Pelayan Pajak Sura
KPP yang penyerahan kekuasaan pemerintah Republik Indonesia telah
ada pada waktu itu yang disebut Kantor Inspeksi Keuangan. Pada tahap
awal pendiriannya KPP Surabaya Tegalsari menempati gedung baru di Jl.
Dinoyo No. 111 Surabaya Tegalsari yang terdiri dari dua KPP Surabaya
Tegalsari dan KPP Surabaya Wonocolo.

Diwilayah Timur Indonesia a saat itu Kantor Inspeksi Keuangan
meliputi wilayah :
1. Kotamadya Sidoarjo
Kabupaten Mojokerto
Kabupaten Jombang
Kabupaten Bangkalan
Kabupaten Pamekasan

Sejak tahun 1967, Kantor Inspeksi Keuangan Surabaya berubah

S S

menjadi Kantor Inspeksi Pajak Surabaya. Dan pada tahun 1970 Kantor

Inspeksi Pajak Surabaya dipecah menjadi 2 yaitu :

1. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya wilayah kerjanya meliputi Kodya
Surabaya dan Pembantu Gubernur Madura.

2. Kantor Inspeksi Pajak Mojokerto, wilayah kerjanya meliputi
Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang dan
Kabupaten Gresik.

Seiring dengan perkembangan industri dan perdagangan yang
cukup pesat maka Kantor Inspeksi Pajak dipecah menjadi tiga, yaitu :

15
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- Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Utara
- Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Selatan

- Kantor Inspeksi Pajak Surabaya [Timur
Baru bulan Juni tahun 1988 bertambah dengan Kantor Inspeksi
Pajak Surabaya Barat. Tapi pada tahun 1989 berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Keuangan No.

276/KMK.01/1989, tanggal 25 Maret

1989 tentanq organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak, maka

Kantor Inspeksi Pajak berubah menjadi 2 jenis :

a. Kantor pelayanan pajak

b. Unit pemeriksaan dan penyelidikan pajak

Sesuai dengan perkembangan ekonomi yang cukup pesat di

Surabaya, maka untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak

Dirjen Pajak merasa perlu untuk menambah jumlah KPP di Surabaya

sehingga di Surabaya memiliki 6 KF
1. KPP Surabaya Krembangan

P yaitu :

2. KPP Surabaya Gubeng, Genteng, Tegalsari, Wonocolo, Sukoma-

nunggal

Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari yang dulunya termasuk

wilayah kerja Surabaya Selatan yang beralamat di Jl. Kayon NO. 28

Surabaya sekarang telah berdiri se

ndiri menjadi KPP Tegalsari dengan

wilayah kerja meliputi Kec. Asemrowo, Kec. Sawahan, Kec. Tegalsari dan

Kec. Dukuh Pakis.

4.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak telah diputuskan oleh

Menteri Keuangan Republik Indone
Maret 1994 bahwa Kantor Pelayanal
type "A” dan type "B". struktur ol

sia NO. 94/KMK.01/1994 tanggal 29
n Pajak terbagi dalam dua type yaitu
rganisasi Pelayanan Pajak Surabaya
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Tegalsari membentuk suatu bagan piramide yaitu bentuk bagan yang

menunjukkan fungsi dan wewenan
saluran organisasi atau pejabat y
akan ditunjukkan sebutan jabatal
sering disebut dengan nama “Seksi

"

d dari pucuk pimpinan sampai dengan
ang terendah, dari bagan organisasi

n dan nama satuan organisasi atau

KPP Surabaya
Tegalsari
' |
Kepala Unit
Penyuluhan Tmt:l{]ba%
pajak a saha
Rantor Penyuluhan Kaur Kaur TU Kaur Rumah
pajak Surabaya Keuangan Kepegawaian Tangga
Tegalsari
[ I I [ | I 1
Kasi Kasi Kasi Kasi Kasi Kasi Kasi Kasi
PDI TUP PPh OP PPh P, PPh PPN Penagihan Penerimaan
Badan| & PTLL & keberatan
| 1
Data Pendaf - PPM PPh PPM PFh PPM PPN Piutang TU Peneri-
masukan taran WP OP Badarn P, PPh Industri pajak maan Pajak &
& keluaran Restitusi
=
Pengolahan SPT Verifikasi Verifikasi Verifikasi Penagihan Rekonsiliasi
data & Pajak FPPh OP PPh P, PPh
penyajian Badan
informasi L
PPn Jasa/ Keberatan
Ketetapan PTLL PFh
&
Penggalian Kearsipan [ [
Potensi pajak PPN Perda- Keberatan
& eksten- gangan PPN & PTLL
sifikasi Wajib T
sas Verifikasi
PPn & PTLL

Sumber : KPP Surabaya Tegalsari
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Pembagian tugas masing-masing jabatan atau seksi-seksi adalah
sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha
Bagian tata usaha membawahi tiga subbagian yaitu Sub Bagian
Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian. Sub bagian Urusan Keuangan,
dan sub bagian Rumah Tangga.
Tugas masing-masing sub bagian adalah :

a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian
Menyelenggarakan urusan surat masuk dan keluar, membuat
konsep usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, penyesuaian ijasah,
penyusunan informasi pegawai dan pensiunan non otomatis,
membuat Daftar Urusan Kepangkatan (DUK), melaksanakan
penyusutan arsip yang mempunyai nilai guna, membuat laporan
tentang APKI sampai dengan |APK,, Daftar Urutan Kepangkatan dan
laporan buat keterangan pegawai.

b. Urusan Keuangan
Membuat Daftar Urusan Kegiatan (DUK), membuat penyusunan
anggaran belanja tambahan, membuat daftar perencanaan
pembiayaan rutin, menyelenggarakan penerimaan daftar isian
kegiatan, menyelenggarakan urusan gaji dan TPKKN.

¢. Urusan Rumah Tangga
Mengurus pembelian inventaris, menyelenggarakan pemeliharaan
gedung, menyelenggarakan | pemeliharaan kendaraan, AC, dan
lainnya, menyelenggarakan | pembelian alat tulis, menyeleng-

garakan pembelian pembersih kantor.
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2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi pengolahan data dan informasi membawahi tiga sub seksi yaitu
sub seksi Data Masukan Dan|Data Keluaran, subseksi Pengolahan
Data Dan Penyajian Informasi, dan subseksi Penggalian Potensi Pajak
Dan Ekstensi Wajib Pajak (P3AWEWP)
Tugas masing-masing subseksi adalah :
a. Subseksi Data Masukan dan |Data Keluaran

Menatausahakan penerimaan data masukan, memecahkan data

gabungan dengan membuat alat keterangan untuk masing-

masing wajib pajak dan nlngelompokkan menurut kebutuhan,
membuat respon atas data masukan yang diterima, menyalurkan
data wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak lain, data wajib
Pajak ke Seksi Penver, melakukan koding dan editing, membuat
traskripsi atas data masukan sesuai dengan kebutuhan serta
memperbaiki hasil rekaman data, menatausahakan dan
mendistribusikan data keluaran, membuat laporan penerimaan
dan penyaluran data.

b. Subseksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi
Melakukan perekaman dan| masukan perpajakan, menyempur-

nakan hasil perekaman data perpajakan berdasarkan list

kesalahan yang sudah diperbaiki, melakukan penyalinan data data

perpajakan yang sudah direkam komputer ke dalam disket/sarana
komputer lainnya, mendtausahakan disket/contrige  hasil
perekaman komputer, membuat laporan triwulan perekaman SPT
Tahunan Pajak Penghasilan, membuat laporan  bulanan
perekaman SPT masa PPN,

pengolahan data sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

encetak laporan-laporan dari hasil
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c. Subseksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak
Melakukan urusan penggalian potensi pajak dan mencari data
untuk ekstensifikasi wajib pajak serta penyusunan monografi
Fajak.

3. Seksi Tata Usaha Perpajakan
Seksi Tata Usaha Perpajakan membawahi tiga subseksi yaitu Subseksi
Pendaftaran Wajib Pajak, Subseksi Surat Pemberitahuan Pajak, dan
Subseksi Ketetapan dan Kearsipan Pajak.

Tugas masing-masing subseksi :
a. Subseksi Pendaftaran Wajib Pajak
Melakukan urusan pandaftaran wajib pajak dan penyampaian SPT
tahunan.
b. Subseksi Surat Pemberitahuan Pajak
Melakukan urusan penerimaan dan pengecekan SPT
C. Subseksi Ketapan dan Kearsipan Pajak
Melakukan wurusan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan
Kearsipan berkas wajib pajak.

4. Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan
Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan membawahi dua subseksi yaitu
Subseksi Pengawasan dan Pembayaran Masa PPh Perseorangan, dan
Subseksi Verifikasi PPh Perseorangan.
Tugas masing-masing subseksi :
a. Subseki Pengawasan Pembayaran Masa PPh Perseorangan
Melakukan urusan penatausghaan dan pengecekan SPT serta
memantau dan menyusun efektifikasi pembayaran masa PPh

Perseorangan.
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. Seksi Pajak Penghasilan Badan
Seksi Pajak Penghasilan Bad
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Subseksi Verifikasi PPh Perseorangan

Melakukan urusan verifikasi (verifikasi lapangan dan verifikasi

kantor/penelitian materi)

Perseorangan, wajib pajak

yang tidak memasukkan SPT.

atas SPT Masa dan Tahunan PPh
yang tidak terdaftar dan wajib pajak

an membawahi tiga subseksi yaitu

Subseksi Pengawasan dan Pembayaran Masa PPh Badan dan Subseksi

Verifikasi PPh Badan.
Tugas masing-masing subseksi| :

a.

Seksi Pemotongan dan Pemun
yaitu Subseks:

Pemotongan dan Pemungut:

dua subseksi

Subseksi Pengawasan dan Pembayaran Masa PPh Badan

Melakukan urusan pemantauan,

penatausahaan pembayaran

masa, penelaah, penyusunan laporan efektifitas pembayaran

masa, urusan penerimaan,
masa PPh Badan.

penatausahaan dan pengecekan SPT

Subseksi Verifikasi PPh Badan

Melakukan urusan verifikas
kantor/penelitian material) &
Badan, wajib pajak yang
memasukkan SPT.

i (verifikasi lapangan dan verifikasi
itas SPT Masa dan SPT Tahunan PPh
| tidak terdaftar dan yang

tidak

. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

gutan Pajak Penghasilan membawahi
5i Pengawasan Pembayaran Masa
an PPh, dan Subseksi Verifikasi

Pemotongan dan Pemungutan PPh.

Tugas masing-masing subseksi |



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

22

a. Subseksi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan
Pemungutan PPh. |
Melakukan urusan pemantauan, penatausahaan pembayaran
masa, penelaahan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran
masa, urusan penerimaan dan pengecekan SPT PPh Karyawan,
sewa, bunga, deviden dan royalty.

b. Subseksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan PPh.

Melakukan urusan verifikasi (verifikasi lapangan dan verifikasi
kantor/penelitian materiil) atas SPT Masa Tahunan PPh Karyawan,
SPT Masa PPh rekanan, sewa, bunga, deviden dan royalty. Wajib
Pajak Tidak Terdaftar dan tidak memasukkan SPT.

7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya
membawahi empat subseksi yaitu Subseksi PPN industri, Subseksi
PPN Perdagangan, Subseksi PPN Jasa dan PTLL, Subseksi Verifikasi
PPN dan PTLL.
Tugas masing-masing subseksi |:
a. Subseksi PPN Industri

Melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan
SPT Masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa,
menelaah dan menyusun| laporan perkembangan PKP dan
kepatuhan SPT Masa serta melakukan konfirmasi faktur pajak pada
sektor industri.

b. Subseksi PPN Perdagangan
Melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan
SPT Masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa,
menelaah dan menyusun | laporan perkembangan PKP dan
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8. Seksi Penagihan
Seksi Penagihan membawahi du
Piutang Pajak dan Subseksi Pena
Tugas masing-masing subseksi

a.

Seksi Penerimaan dan Keberatz
Subseksi

. Seksi Penerimaan dan Keberatar

kepatuhan SPT Masa serta
sektor Perdagangan.
Subseksi PPN Jasa dan PTLL

Melakukan urusan penerima

23

melakukan konfirmasi faktur pajak

an, penatausahaan dan pengecekan

SPT Masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP

dan kepatuhan SPT Masa serta melakukan konfirmasi faktur pajak

pada sektor jasa dan PTLL.

Subsexsi Verifikasi PPN dan PTLL

Melakukan urusan verifikasi

(verifikasi lapangan dan verifikasi

kantor/penelitian materiil) SPT Masa PPN, PPnBM, PTLL dan PKP

yang tidak memasukkan SPT

Subseksi Piutang Pajak
Melakukan urusan dan tata

pajak.
Subseksi Penagihan

Masa.

a subseksi yaitu Subseksi Tata Usaha

igihan.

usaha piutang pajak dan tunggakan

Melakukan teguran dan melakukan tagihan paksa.

Tata Usaha Penerim

1
an membawahi empat subseksi yaitu
laan Pajak dan Restitusi, Subseksi

Rekonsiliasi, Subseksi Keberatan PPh, dan Subseksi Keberatan PPn

dan PTLL.
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Tugas masing-masing subseksi :

a. Subseksi Tata Usaha Penerimaan Pajak (TUPP) dan Restitusi
Melakukan urusan tata usaha, penyusunan laporan penerimaan
pajak, pembukuan restitusi, membuat register pemindahbukuan,
mengolah dan menatausahkan bermacam-macam penerimaan
serta mempersiapkan SKPKPP | dan SPMKP.

b. Subseksi Rekonsiliasi
Melakukan urusan rekonsiliasi| penerimaan pajak, pengolahan dan
penyaluran SSP serta SPh pajak.

c. Subseksi Keberatan PPh
Melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselihan PPh.

d. Subseksi Keberatan PPn dan PTLL

Melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan PPN,
PPnBM dan PTLL.

10. Kantor Penyuluhan Pajak
Tugas Kantor Penyuluhan Pajak ialah melakukan penyuluhan di
bidang Pajak Penghasilan, Pajak |Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan
atas Barang Mewah, Pajak Tidak |Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi

dan Bangunan.

4.3 Uraian Tugas Sumber Data Utama

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan
Penerimaan Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pajak mengambil langkah
alternatif antara lain dengan ekstensifikasi wajib pajak melalui

penggalian, pengolahan, dan pemanfaatan data yang pelaksanaan
tugasnya diserahkan pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
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Tugas Seksi Pengolahan Data
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dan Informasi adalah melakukan

urusan pengolahan, penatausahaan data dan penyajian informasi.

Melakukan urusan pengiriman dan
perpajakan serta melakukan tugas el
1. Subseksi data masukan dan Keluz

Tugas Subseksi Data Masukan dar

a. Menatausahakan penerimaan ¢
b. Memecahkan data gabungan

untuk masing-masing wajib pa

kebutuhan.
c. Membuat respon atas data mas
Menyalurkan data wajib pajak
wajib pajak tidak dikenai ke Se
Melakukan koding dan editir
masukan sesuai dengan kebu
data.

Menatausahakan dan mendistri

. Subseksi Pengolahan Data dan Pe
Subseksi Pengolahan Data dan Pe
antara lain :
a.
b.

C.

Melakukan perekaman data ma

Melakukan penyalinan data

komputer kedalam disket/saran

Menatausahakan disket/contri

lainnya.

Menyempurnakan hasil perkam

pemafaatan data, menggali potensi
istensifikasi wajib pajak.

iran

1 Keluaran adalah :

lata masukan

dengan membuat alat keterangan

ijak dan mengelompokkan menurut

sukan yang diterima.

Kantor Pelayanan Pajak lain, data

Ksi Penver.
g, membuat transkrip atas data
ituhan serta memperbaiki rekanan

busikan data keluaran.

nyajian Informasi

nyajian Informasi mempunyai tugas

sukan perpajakan

an data perpajakan data
perpajakanyang sudah direkam
1la komputer lainnya

dge hasil perekaman komputer
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€. Membuat laporan triwulan perekaman SPT Tahunan Pajak
Penghasilan
f. Membuat laporan bulanan perekaman SPT Masa PPN.

3. Subseksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak
Subseksi Penggalian Potensi Bajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak
mempunyai tugas antara lain :
a. Penggalian Potensi Pajak

Suatu upaya memperoleh sumber pajak baru.
Penggalian Potensi Pajak dilakukan dengan cara :
1) Membuat Surat Permintaan data Perpajakan ke Instansi
Pemerintah, antara lain :
a) SIUP dan Kantor Perdagangan/Perindustrian
b) IDI untuk para Dokter
c¢) IMB dari Kantor Kodya Surabaya Tegalsari dan dari
Pemerintah Daerah Tingkat Il
d) PPAT untuk para penjual/pembeli tanah dan atau bangunan
€) Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I untuk kepemilikan
kendaraan bermotor
2) Menerima Data Perpajakat

=]

Data Perpajakan diperoleh dari :
a) Kantor pajak lain
b) Terminal data
¢) Hasil pengamatan lapangan
b. Pengolahan Data Perpajakan
Usaha memproses data perpajakan sehingga siap untuk disajikan.
Data yang masuk diolah, data|yang telah diolah dibagi menjadi :
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1) Data tak Kenal
Tindak lanjut dari data )
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yang tidak dikenal adalah dicatat di

dalam Daftar Pajak Tak Dikenal.

2) Data Kenal
Tindak lanjut dari data yar
a) Untuk yang sudah ber

g dikenal adalah ;
NPWP

Dibuatkan berkas data sesuai dengan NPWP Wajib Pajak
untuk pelengkap pemeriksaan

b) Untuk yang belum ber

NPWP

Tindak lanjut dari data tidak dikenal belum ber NPWP

adalah:

(1) Dihimbau untuk mendaftarkan diri
(2) Dibuatkan Surat Perintah Pemeriksaan bagi yang tidak
merespon himbauan untuk dilakukan pemeriksaan guna

ekstensifikasi wajib
c. Pembuatan Kartu Jalan

pajak baik NPWP maupun NPKP.

Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan

Bangunan dibuat kartu jalan dengan pengklasifikasian nomor

denap dan ganjil untuk mengetahui wajib pajak yang sudah ber

NPWP maupun belum ber N
pemeriksaan.

d. Membuat laporan
Subseksi Penggalian Potensi

PWP untuk keperluan himbauan dan

Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak

setiap bulan harus membuat| laporan untuk dikirimkan ke Kantor

Pelayanan Pajak Wilayah IX Jawa Timur, antara lain :

(1) Rencana/Realisasi
Laporan rencana/realisasi

a) Permintaan Data

yang harus dikirimkan berupa ;
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i)

(2) Bidang Administrasi
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Penerimaan Data Masuk
Pengiriman Data Ke Kantor Pelayanan Pajak
Pemanfaatan Data
Rencana Pemeriksaan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Laporan Hasil Pemanfaatan Data Pajak Bumi Dan Bangunan
Laporan Hasil Pemanfagtan Data Pajak Bumi Dan Bangunan
Laporan Hasil Pemanfaatan Data PLN/Telkom

Laporan Hasil Penyisiran PKP

Laporan di bidang administrasi yang harus dilaporkan adalah :

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

(3) Pembuatan Monografi Fis
Tugas lain dari Subseksi
fiskal yang dapat digu

Buku Ekspedisi Pengiriman Surat
Register Surat Masuk
Register Surat Keluar
Register Surat Data Masuk
Register Surat Data Keluar
Register Surat Perintah Pemeriksaan

Register Surat Himbau

emeriksaan
n Berkas Data Wajib Pajak

Register Laporan Hasil
Register Surat Peminja
Untuk melayani seksi-seksi lain dalam hal peminjaman data

guna pemeriksaan data

EWP adalah membuat monografi
kan sebagai bahan pertimbangan

untuk mengambil langkah selanjutnya.
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4.3.1 Sumber Data

Sumber data dapat diarti
diperoleh. Sumber data dibagi men
a. Sumber Data Mikro

29

kan sebagai asal dari mana data

ljadi dua yaitu :

Sumber data mikro diperoleh

1) Wajib pajak sendiri mengh
SPM, surat menyurat, bukti

2) Instansi/lembaga pemerinta
berupa PIUD, PEB, berbagai

lain.

lalui :

ilkan data antara lain berupa SPT,
motongan/pemungutan pajak.
swasta, menghasilkan antara lain
perijinan seperti SITU, SIUP, dan lain-

3) Pihak ketiga, antara lain temuan-temuan pemeriksaan lapangan

berupa bukti potongan/pem

dan lain-lain.

ungutan pajak, faktur pajak, invoice,

4) Mass Media, baik media cetak, elektronikmdan media lainnya

seperti surat kabar, majalah,

brosur, televisi, radio dan lain-lain.

3) Manca negara, khusus negara partner tax treaty.

b. Sumber Data Makro

Sumber Data makro diperoleh melalui :
1) Instanri/lembaga pemerintah/swasta

2) Mass Media, brosur-brosur

4.3.2 Unit Pencari Data

Unit organisasi pencari data
Pajak yang ditugaskan untuk
melakukan kegiatan mencari data

instansi/lembaga pemerintah maup

adalah organisasi Direktorat Jenderal
melakukan pencarian data, yakni
langsung dari sumbernya baik dari

un swasta.

Unit organisasi yang ditunjuk sebagai pencari data adalah ;

a. Dit. P3 di tingkat Kantor Pusat.
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Bidang IAP di tingkat Kantor Wilz
Seksi PDI pada KPP type A dan s

® a0 g

Kantor Penyuluhan Pajak diluar K
Untuk kota-kota diluar kanwil

Pengolah data di KPP. Sesuai denga

data dibedakan menjadi :

1. Pencarian Data Secara Aktif

2

Upaya pencarian data dengan cd
pajak.
Tindakan yang dilakukan dalam t
a.
b.

C.

Penjajakan mengenai :
Penjajakan untuk mengetahui
Mempersiapkan surat Permin
Tugas (KP.PDIP.3.7)

dalam Buku Register Pencarial

Untuk selanjutnya diserahk

30

tyah.

eksi PDTUP pada KPP type B.

Seksi Pendataan dan Penilaian pada KP.PBB type A maupun type B.
iedudukan KPP/KP.PBB.

tugas pencarian data dilakukan oleh

n kegiatan yang dilakukan, pencarian

Ira petugas langsung menemui wajib

ipaya pencarian data aktif adalah :

cara-cara mendapatkan data.

itaan Data (KP.PDIP.3.71) dan surat

Setelah ditandatangani Kepala KPP, kedua surat tersebut dicatat
n data (KP.PDIP.3.23).
an kepada petugas yang akan

menyampaikan Surat Permintaan Data (KP.PDIP.3.23)
1) Lembar 1 : untuk instansi/lembaga sumber data
2) Lembar 2 : dikirim ke Kanwil atasan langsung KPP
3) Lembar 3 : disimpan sebagai arsip

data sesuai dengan Surat Pern
Bukti bahwa tugas telah di
dikunjungi membubuhi  cap,

surat, untuk selanjutnya dica

Data.

Petugas mendatangi instansi/lembaga yang dituju untuk meminta

nintaan Data (KP.PDIP.3.7a).

laksanakan, instansi/lembaga yang
tanda tangan serta tanggal pada
tat pada Buku Register Pencarian
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2. Pencarian data Secara Pasif

4.3.3 Unit Pengolahan Data

Pajak yang ditugas kan melakuka ke
k.

. Pengolahan Data

. Penyimpanan Data

o] |

Upaya pencarian data dengan cara petugas tidak langsung menemui

wajib pajak.
Upaya yang dilakukan dalam
mengumpulkan/memproduksi d

pencarian data pasif adalah dengan

ata yang tersedia pada mass media,

brosur, iklan, SPT dan sebagainya.

Unit pengolahan data ini adalah unit organisasi Direktorat Jenderal

Penerimaan Data
Kegiatan menerima dan menata
dari sumber data, terminal data,

Kegiatan memproses data sehin
guna dimanfaatkan.

Pengiriman Data.

>goatan :

wusahakan semua data yang diterima
dan unit pengolah data lain.

aga siap untuk disaikan dan salurkan

Kegiatan meneruskan data yang diterima/data yang telah selesai

diolah ke alamat unit/kantor yang bersangkutan/memerlukan.

Kegiatan menyimpan, memeli;rra, dan mengamankan data yang

telah dihimpun perwajib pajak,
data.

pisahkan pertahun data pada berkas

Unit organisasi yang ditunjuk sebagai pengolah data adalah :
Pusat PDIP di Tingkat Kantor Pusat
b. Bidang IAP di Tingkat Kantor Wildyah

Seksi PDI pada KPP type A dan seksi PDUTUP pada Kpp type B

a.

a o

. Seksi PDI pada KPPbb type A maupun type B
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Sesuai dengan data yang diolah, pe
1. Pengolahan Data SPT
Kegiatan memproses Data SPT s
Kegiatan yang dilakukan dalam j

a.

Kegiatan memproses Data Mikro
Kegiatan yang dilakukan dalam p
adalah :

a.

. Pengolahan Data Mikro

Perekaman SPT

32

ngolahan data dibedakan menjadi :

ehingga data siap dimanfaatkan.
pengolahan Data SPT adalah :

Dokumen yang direkam adalah SPT Tahunan PPh dan SPT Masa

PPN/PPNBM
Equavalensi PPh dan PPN

Minimal dua kali dalam setahun yaitu setiap bulan Juli sampai
Desember dicetak daftar equavalensi PPh dan PPN (KP.PDIP.3.12)
yang terdiri dari dua daftar, daftar pertama menunjukkan SPT PPh
lebih besar daripada SPT PPN, daftar kedua menunjukkan SPT PPN

lebih besar dari pada SPT PPh.

Penyaluran Data Keluaran

KP.PDIP.3.12 yang menunjukkan nilai data SPT PPh lebih besar

dari pada SPT PPN diteru

skan ke Seksi PPN sedangkan

KP.PDIP.3.12 yang menunjukkan nilai data SPT PPN lebih besar

dari pada SPT PPH diteruskan

untuk diproses lebih lanjut.

Persiapan Perekaman Data

ke Seksi PPh Badan/Perseorangan

sehingga siap untuk dimanfaatkan.
elaksanaan pengolahan Data Mikro

Kegiatan yang dilakukan oleh petugas pelaksana perekaman data.

Kegiatan yang dilakukan dalam persiapan perekaman data adalah:
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1) Melakukan Editing
Pekerjaan editing dilaku
petunjuk pemakaian
mencantumbkan atau 1
direkam pada data (hard ©

a)

b)

4

Pada surat pengantar

33

tkan oleh petugas editing sesuai
iplikasi

memberi

alat
detail-detail

keterangan dengan
yang harus
opy) meliputi hal-hal berikut :

(KP.PDIP.3.53/4) dan surat pengantar

data dari instansi/lembaga pemerintah/swasta harus ada :

(1) Nomor surat penga.Itar
g

(2) Tanggal surat pen
(3) Nomor agenda sura
(4) Tanggal agenda sur.
(5) Pengiriman data

(6) Jumlah lembar

(7) Satuan/kuantum

(8) Nilai data dalam ruﬂah

Pada dokumentasi/de
(1) NPWP

ntar
t masuk

at masuk

| data terdiri dari :

(2) Kode KPP/Kanwil, data atau alat keterangan yang masih

belum jelas KPPnya misalnya karena di situ terdapat

beberapa KPP

Semarang dan Su

(contoh Medan, Jakarta, Bandung,

rabaya) dicantumkan kode Kanwil,

sedangkan data/alat keterangan yang hanya menyebut

nama tanpa alamat/kota, dan bukti pemungutan pajak

atas nama Wajib Pajak Luar Negeri dicantumkan kode

(KP.DJP)

(3) Kode jenis dokumern

(4) Kode sumber data
(5) Kode tanggal/tahun

data
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(6) Kode data
'7) Nilai sesuai mata uang yang tertera pada asli data nilai
equalivalensi dalam rupiah

2) Membuat Transkip
Petugas editing membuat transkip apabila dijumpai data
gabungan yang perlu dipecahkan dalam rangka pembuatan
(KP.PDIP.3.1)

b. Perekaman Data

Petugas operator melakukan perekaman ke dalam komputer

sesuai petunjuk pemakaian aplikasi alat kéterangan.

Dalam perekaman data yang dilakukan adalah :

(1) Dokumen yang direkam antara lain :

(@) Surat pengantar data (KP.PDIP.3.3) surat pengantar data
dari terminal data (KF.PDIP.3.4) surat pengantar data dari
instansi/lembaga pemerintah/swasta

(b) Data alat keterangan (KP.PDIP.3.1) transkip (KP.PDIP.3.19)

(c) Pemberitahuan Penerima Data (KP.PDIP_.:’:.S)

(d) Peminjaman berkas data (KP.PDIP.4.17)

(e) Surat teguran (KP.PDIF.3.14) dari Kanwil atau KP.DJP

() Lembar data komputer (KP.PDIP.3.1)

(2) Hasil rekaman
Keluaran dari akhir kegiatan perekaman
Hasil rekaman berupa :
a) Alat keterangan (KP.PDIP.3.1)

b) Daftar rekapitulasi data (KP.PDIP.3.2)

c) Surat pengantar pengiriman data (KP.PDIP.3.3)

d) Pemberitahuan penerimaan data (KP. PDIP.3.5)
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e)

g

h)

(3) Penyaluran Hasil rekaman
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Surat himbauan tentang NPWP (KP.PDIP.3.9) diterbitkan

dengan kriteria yang ditentukan

Daftar wajib pajak potensial untuk bahan usulan himbauan
pembetulan SPT (KP.EDIP.3.12) diterbitkan sesuai dengan
kebutuhan
Buku register data keluar dan pemberitahuan penerimaan
data (KP.PDIP.3.23) diterbitkan setiap awal bulan berikutnya
Laporan penerimaan dan pemafaatan data (KP.PDIP.3.26)

diterbitkan selambat-1
setelah triwulan yang b

rsangkutan

Kegiatan menyalurkan atau mendistribusikan hasil rekaman.

Hasil rekaman didistribusi

a)

b)

)

Kepala KPP
Lembar 1 daftar surat
3.10) dan lembar 2 d

kepada :

himbauan tentang NPWP (KP.PDIP.
aftar wajib pajak potensial sebagai

bahan usulan pembentukan SPT (KP.PDIP.3.12) untuk
digunakan memantau wajib pajak yang ada bulan tertentu
dihimbau mendaftarkan diri/membetulkan SPT.

Kepala seksi yang mem

ibawahi unit pengolahan data

Daftar data wajib tidak dikenal/non (KP.PDIP.3.8) yang
digunakan sebagai sarana untuk memilah data wajib pajak

tidak dikenal yang jelas atau tidak jelas alamatnya untuk

selanjutnya diserahkan

kembali kepada petugas operasi.

Petugas Pelaksana TerKait

Hasil rekaman yang d

adalah :

isalurkan kepada pelaksana terkait
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(1) Daftar rekapitulasi |data/surat pengantar pengiriman (KP.
PDIP.3.3) keluar data asli/alat keterangan (KP.PDIP.3.1)
untuk dikirimkan ke KPP lain (KP.DJP).

(2) Surat himbauan tentang NPWP (KP.PDIP.3.9) dikirim ke
wajib pajak. |

(3) Lembar ke 2 daftar wajib pajak tidak dikenal
(KP.PDIP.3.8) untuk disimpan.

(4) Lembar 2 daftar surat himbauan tentang NPWP (KP.PDIP.

3.10) untuk disimpan bersama datanya.
‘5) Lembar 3 daftar wajib pajak potensial untuk bahan usul
himbauan pembetulan SPT (KP.PDIP.3.12) untuk
diteruskan ke seksi|TUP.
(6) Kartu pengawasan data (KP.PDIP.3.16) dipergunakan
sebagai indeks data, yang ada dibaha selanjutnya
disimpan.
(7) Laporan penerimaan pengiriman data (KP.PDIP.94-91)
sebagai sarana untuk melaporkan kegiatan penerimaan
pengiriman dan permafaatan data setiap bulannya.
c. Sortasi
Kegiatan memilah dan menggabungkan data untuk memperoleh
data yang akurat.
Kegiatan ini meliputi :
1) Memisahkan data KPP sendiri baik yang dikenal maupun tidak
dikenal untuk kemudian dibahas/difib

2) Mengelompokkan data-data per KPP/Kanwil/KPDJP  sesuai
KP.PDIP.3.2 dan KP.PDIP 3.3

3) Menggabungkan data asli KP.PDIP.3.2 dan KP.PDIP 3.3.
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4.3.4 Pemanfaatan Data
Upaya untuk mendayagunakan data agar menjadi berarti dan tidak

mati. Pemanfaatan data antara lain :

a. Pemanfaatan Data untuk Himbauan NPWP
Pemanfaatan data untuk kegiatan himbauan NPWP dilakukan apabila
berkaitan dengan wajib pajak yang belum ber NPWP (belum terdaftar)
yang berdomisili di wilayah KPP sendiri. Kegiatan pemanfaatan data
untuk ekstensifikasi wajib pajak, dilakukan pertama dengan kegjatan
himbauan untuk mendaftarkan difi (mendapat NPWP) yang dilakukan
oleh unit Pengolah Data (PDI) di KPP Surabaya Tegalsari. Batas waktu
bagi wajib pajak tersebut untuk merespon surat himbauan adalah
satu bulan dari tanggal surat himbauan.

b. Pemanfaatan Data untuk Pemeriksaan Lapangan
Kegiatan pemeriksaan lapangan merupakan tindak lanjut dari
kegiatan himbauan NPWP, dilakukan terhadap wajib pajak yang telah
diketahui alamatnya dan telah| dikirimi surat himbauan NPWP
(KP.PDI.3.9) tetapi tidak merespon himbauan tersebut. Kegiatan PSL
dilaksanakan berdasarkan Surat Ferintah Pemeriksaan Pajak (SPPP).
Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dituangkan
dalam Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP). LPP berisi hasil akhir dari
pelaksanaan kegiatan PSL dalam rangka ekstensifikasi wajib pajak
yang selanjutnya dilakukan pemberian NPWP dan atau pengukuhan
PKP secara jabatan. LPP juga berisi tentang usulan untuk
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus dikemudian hari apabila
diperlukan untuk mencari data-data baru, baik untuk tahun pajak

berjalan maupun tahun pajak sebelumnya.
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4.4 Permasalahan

Dalam upaya ekstensifikasi w
Surabaya Tegalsari khususnya Seks
mengalami kekurangefektifan dalan
pemanfaatan data. Ini dapat diketa
Terdaftar, dari tahun ke tahun perta
menunjukkan peningkatan yang b
Januari 1999 untuk PPh Perseorang
Badan per-1 Januari 1999 jumlahn
Januari 2000 meningkat menjadi
beberapa permasalahan, antara lain
L.

2. Bagaimana tindakan untuk me

mendaftarkan diri dan memperole

Bagaimana pelaksanaan Pemeri

mengoptimalkan pemanfaatan da
pajak ?

4.5 Pembahasan

Suatu permasalahan timbul

memecahkan masalah yang dihac
mengenai sebab-sebab timbulnya m

sulit dipecahkan apabila tidak men
pengamatan dan data yang ada
pertambahan jumlah wajib pajak di
Tegalsari dari tahun ke tahun peni

untuk era sekarang ini Direktora

mengoptimalkan data dari wajib

Bagaimana upaya mengoptimalka

58

ajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak
5i Pengolahan Data dan Informasi,
n hal penggalian, pengolahan, dan
hui dari Tabel Statistik Wajib Pajak
imbahannya sedikit sekali dan tidak
erarti. Contohnya, keadaan per-1
gan 14.877 lembar dan untuk PPh
lya 3.834 lembar dan untuk per-1
4,481 lembar. Sehingga timbul

n penggalian pajak ?

nghimbau wajib pajak agar mau
h NPWP ?

ksaan Sederhana Lapangan untuk
ta dalam rangka ekstensifikasi wajib

karena ada penyebabnya, untuk
lapi terlebih dulu harus ditinjau
)asalah, karena permasalahan akan
getahui penyebabnya. Berdasarkan
yang diperoleh ternyata jumlah
Kantor Pelayanan Pajak Surabaya
ngkatannya sedikit sekali, padahal
t Jenderal Pajak dituntut untuk

pajak dalam upaya ekstensifikasi
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maupun intensifikasi pajak yang bertujuan agar penerimaan dari sektor

pajak dapat optimal.
Tabel 1. Statistik Wajib Pajak

JENIS |Per 1Jan|Per 1Jan|Per 1 Jan|Per 1 Jan|Per 1 Jan|1-1-20 a.d tgl.! Jumlah |

PAJAK 1996 1997 1998 1999 2000 13-3-20
-PPhOp | 15.002 | 13.690 | 14.415 || 14.877 | 15.300 141 15.450 \
-PPhBdn | 2819 | 3.187 | 3538 || 3634 | 4.461 80 4.651 ‘|
-PPh 21 4.419 4.923 5.812 5.812 6.586 88 6.674 |
-PPh 22 1.613 7.717 1.888 1.888 1.995 1 1.674 f
-PPh 23 3.111 3.582 4.370 (| 4.37C 4,786 11 4.797 I
-PPn 2.067 2.156 2.264 2.264 2.309 6 2.315 |
L.Jumlah 27.042 | 29.255 | 31.327 | [33.045 | 35.466 527 35.793 ,
Sumber : Master file Wajib Pajak KPP Surabaya Tegalsari

Berdasarkan data jumlah wajib pajak terdaftar, dapat dianalisis

bahwa jumlah wajib pajak di KPP Su
semakin bertambah.
1. Tahun 1996 - 1997

Prosentase peningkatan jumlah
a. WP PPh OP mengalami kenai
b. WP PPh Badan mengalami ke
WP PPh ps 21 mengalami ke

™ 0 a o

WP PPN mengalami kenaikan
Rata-rata kenaikan 1996-1997 a

35.29%

,86%

ikan 13,05%
ikan 11,32%
WP PPh ps 22 mengalami kenaikan 6,39%
WP PPh ps 23 mengalami kenaikan 15,13%

jib pajak adalah :

rabaya Tegalsari dari tahun ke tahun

ah 8,17% mengalami peningkatan

dibanding 1995 - 1996, disebabkan perekonomian masyarakat di

wilayah KPP Surabaya Tegalsari

ningkat.
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2. Tahun 1997 — 1998
Prosentase peningkatan jumlah

a. WP OP mengalami kenaikan 5,31%

o
=
~d
3
g
:
3
3
s
3
7
B,
5
-
=
=

WP PPh ps 21 mengalami ke
WP PPh ps 22 mengalami ke
WP PPh ps 23 mengalami kenaikan 11,75%
WP PPN mengalami kenaikan 2,43%
Rata-rata kenaikan 1997-1998 adalah 7,12% lebih rendah dari pada
1996-1997, disebabkan krisis moneter.
3. Tahun 1998 - 1999
Prosentase peningkatan jumlah

~ 0 a0

ajib pajak adalah :
n 3,20%

b. WP PPh ps Badan mengalami kenaikan 8,34%
WP PPh ps 21 mengalami kenaikan 8,10%

WP PPh ps 22 mengalami kenaikan 6,19%

a. WP PPh OP mengalami kenai

™ o8 0

WP PPh PPN mengalami kenai

b. WP PPh Badan mengalami kenaikan 16,87%
WP PPh ps 21 mengalami kenaikan 5,67%
WP PPh ps 22 mengalami kenai

WP PPh ps 23 mengalami kenai

N

WP PPN mengalami kenaikan
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Rata-rata kenaikan 1999-2000adalah 7,05%, disebabkan pereko-
nomian masyarakat di Wilayah KPP Surabaya Tegalsari meningkat.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, pertambahan jumlah

wajib pajak terdaftar yang relatif kecil disebabkan :

1.

. Kurangnya respon wajib paj

Pencarian data untuk kota-kota di wilayah Kanwil dilakukan oleh
Seksi PDI di KPP Surabaya Tegalsari. Hal ini didasarkan Keputusan
Direktorat Jenderal Pajak No.|Kep-394/PJ/1992 tanggal 19 Agustus
1992. Wilayah KPP Surabaya Tegalsari yang terlalu luas tidak
sebanding dengan jumlah aparat pajak yang ada yaitu empat
orang aparat mengakibatkan pencarian data tidak efektif.

Sarana yang tidak memadai
Salah satu kendala yang dihadapi oleh KPP Surabaya Tegalsari
adalah Kkurangnya sarana ymitu kendaraan, yang ada di KPP
Surabaya Tegalsari sekarang hanya satu unit sedangkan yang
membutuhkan banyak, sehingga tugas pencarian data

terbengkalai karena tidak ada kendaraan. Selain kendaraan sarana

lain yang kurang adalah komputer, jumlah komputer yang sedikit

dan masih menggunakan Windows 3.11 mengakibatkan
pengolahan data tidak bisa optimal.

terhadap perpajakan

Wajib pajak sering menghindarkan diri dari kewajiban perpajakan
dengan cara tidak merespon surat himbauan yang telah dikirim
oleh KPP atau dengan cara tidak memberikan keterangan yang
dimintai oleh aparat pajak walaupun aparat dalam menjalankan
tugasnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal
ini disebabkan wajib pajak tidak ingin dikenakan pajak menurut

mereka dianggap sebagai beban.
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4. Sulit mencari dan menemui w

PSL dalam
berdasarkan SPPP yang tela
Pemeriksaan dilakukan oleh t
prosedur yang berlaku, tim

rangka ekster

sesuai dengan alamatnya da

42

vajib pajak yang akan diperiksa

1sifikasi
ih ditandatangani oleh Kepala KPP.
im pemeriksa berdasarkan ketentuan

wajib pajak dilaksanakan

pemeriksa mendatangi wajib pajak

n membawa SPPP, walaupun alamat

wajib pajak yang akan diperiksa sudah jelas sering Kali petugas

tidak dapat

I::emukan alamat
sebagaimana tertera di al t SPPP atau wajib pajak tidak
diketahui atau tidak dikenal

pemeriksa wajib pajak
oleh lingkungan sekitarnya. Hal ini
mengakibatkan petugas pemeriksa kesulitan mengumpulkan data-
data yang diperlukan, pemeriksa hanya dapat melengkapi SPPP-
nya dengan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat,
akibat upaya menjaring wajib pajak baru terhambat. Selain itu
kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah alamat, misalnya
an nama jalan, menyebabkan upaya

baru melalui pemeriksaan tidak bisa

penggantian nomor rumah ds
untuk menambah wajib pajak
berjalan lancar.
Aparat pajak tidak teliti dalam mengolah data

Ketidaktelitian aparat pajak dalam mengolah data mengakibatkan
terhambatnya upaya peningkatan jumlah wajib pajak.
Data tidak akurat
Data di KPP Surabaya Tegalsari banyak yang tidak akurat sehingga
tidak dapat diproses lebih ini mengakibatkan upaya

peningkatan jumlah wajib pajak terhambat.

lanjut,
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4.6 Alternatif Pemecahan Masa:
Untuk mendukung pelaksan

43

ah

an tugas pokok Direktorat Jenderal

Pajak dalam meningkatkan penerimaan negara serta mengamankan

pelaksanaan sistem self assesment
lengkap dan akurat.

Peranan data menjadi

sangat

sangat diperlukan adanya data yang

penting, khususnya untuk

mendukung upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka :

1. Ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pemungutan pajak.

2. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sistem self assesment,

dengan cara menguji kepatuha
yang ada.

Membuat perencanaan yang le

n

laporan wajib pajak dengan data

bih terarah, keputusan yang lebih

obyektif, dan pengawasan yang lebih efektif.

Sehubungan dengan hal di atas dengan permasalahan yang ada,

dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas data dari wajib

pajak melalui pencarian data
adanya:
a. Pengadaan sarana dan pras

dilakukan demi lancarnya px

aktif dan lebih efektif, diperlukan

}arana tiap tahun anggaran harus

elaksanaan tugas khususnya untuk

pencarian data, di samping it peningkatan kuantitas dan kualitas

tugas di seksi PDI sangat

pegawai yang cukup dan didu

pelaksanaan tugas pencariz

diperlukan karena dengan jumlah
ikung oleh keahlian yang memadai,

i data bisa optimal. Sehingga

penggalian data yang kita lakukan dapat menjaring wajib pajak

baru agar tidak terjadi adan

pajak yang telah memnuhi

mencegah wajib pajak lolos da

ya penghindaran pajak oleh wajib
syarat sebagai wajib pajak atau

ri kewajiban perpajakan.
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b. Meningkatkan kerja sama d¢
dari KP.PBB sesuai dengan
Direktorat Jenderal
BG.01/1997, bahwa untuk pe

Pajak

engan tim ekstensifikasi wajib pajak
Surat Keputusan Kepala Kanwil IX
Jawa Timur No. Kep-41/WF/PJ.09/
zlaksanaan ekstensifikasi wajib pajak

melalui data PBB perlu adanya koordinasi antara KPP dan KP.PBB.

untuk mencapai
dilakukan dalam penggalian
adalah sebagai berikut :

1)

Membentuk tim memp

hasil yang optimal,

langkah-langkah yang
data yang bersumber dari data PBB
tugas menggali

unyai data yang

bersumber dari PBB untuk keperluan ekstensifikasi wajib

pajak, dimana tim yang dibentuk beranggotakan dari pegawai
KPP dan dari pegawai KP.PBB. '
Tim Penggalian Data harus bersikap proaktif dengan data yang

ada. Tim melaksanakar

menggunakan sarana yar

Peta Blok, Peta NZT, DHR

Pelaksanaan ekstensifikas

data PBB ini juga masih

lain :

a) Peta Blok yang ada
Kelurahan/desa masuh
jelas, mengakibatkan
dicari.

b)

1 tugas penggalian data dengan
g ada di KPP dan KP.PBB, misalnya
(Daftar Hasil Rekaman), dan lain-lain.
i wajib pajak dengan pemanfaatan

menemui berbagai kendala, antara

di KP.PBB maupun yang ada di
kurang jelas. Peta Blok yang kurang
tempat wajib pajak berada sulit

DHR yang ada di KP.PBB barnyak yang kurang akurat, tidak

menerangkan secara khusus tentang obyek pajak sehingga

mempengaruhi proses

penggalian data karena DHR adalah

salah satu data hasil KP.PBB jadi bila tidak akurat,
penggalian data akan terhambat.
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¢) Wilayah yang terlalu| luas. Kendala ini hanya dihadapi
beberapa KPP saja, salah satunya KPP Surabaya Tegalsari.
Wilayah yang terlalu luas menyebabkan proses penggalian

data dari wajib pajak dengan menggunakan data PBB

terhambat karena tidak semua daerah akan diadakan
penggalian data, meskipun dapat dilakukan tetapi akan
memakan biaya yang cukup besar dan membutuhkan
pegawai yang banyak.
d) Wajib pajak memberikan dat ke KP.PBB tidak benar/wajib
pajak pindah dengan tidak memberitahukan tentang
Kepindahannya.
C. Meningkatkan pencarian datal yang bersumber dari mass media,
dari mass madia, brosur maupun

Langkah ini diharapkan dapat

1) Meningkatkan kegiatan| operasional yang menunjang
kebijaksanaan DJP melalui 4P, yaitu :

a) Penyuluhan, dimaksudkan agar wajib pajak benar-benar
mengetahui hak dan kewajibannya sebab kemungkinan
wajib pajak belum tahu dengan perkembangan peraturan
yang ada sehingga mereka tidak patuh dan mengubah

persepsi bahwa yar pajak bukan semata-mata
beban, tetapi merupakan kewajiban.

b) Pelayanan, untuk memberi kemudahan bagi waji pajak.
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3)
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¢) Pengawasan, sesuai dengan Undang-undang Perpajakan
adalah untuk memberikan keadilan dan pertegak’Law

Enforcement”.

d) Perapan sanksi, dimaksudkan untuk mendorong wajib

pajak untuk patuh terhadap Undang-undang Perpajakan

dan peraturan pe

kewajiban perpajakant
Melaksanakan Tri Dharma
Memberikan himbauan K
dan terus menerus serta
terdapat datanya.
Wajib pajak sudah di

aksanaannya dalam memenuhi
ya.

Perpajakan

iepada wajib pajak secara berkala
meliputi semua wajib pajak yang
himbau berkali-kali

tetapi tidak

mmerespon dapat dihubingi melalui telepon agar dapat lebih

efektif.

Memberikan NPWP dan pengukuhan NPPKP secara jabatan

(pasal 2 UU KUP 1984).

Wajib pajak atau pengusaha kena

pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan

diri dan/atau melaporkan

dan atau NPPKP secara

usahanya dapat diterbitkan NPWP
jabatan. Hal ini dilakukan apabila

“

berdasarkan data yang ada di KPP (khususnya seksi PDI)

ternyata wajib pajak tersebut memenuhi

syarat untuk

memperoleh NPWP dan atau dilakukan sebagai PKP dan telah
diyakini kebenarannya oleh petugas. Wewenang Dirjen Pajak
(KPP) tersebut diharapkan meningkatkan jumlah wajib pajak

yang terjaring.

e. Tindakan pemecahan masalah dalam kegiatan pemeriksaan

lapangan yang dilakukan oleh KPP Surabaya Tegalsari adalah :
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1) Penambahan Kkuantitas
pemeriksa wilayah KPP S
dengan jumlah subyek pa

dan peningkatan Kkualitas petugas
urabaya Tegalsari yang sangat luas
jak banyak, harus diimbangi dengan
petugas pemeriksa yang memadai sehingga pelaksanaan
tugas PSL optimal. Petugas PSL terjun langsung ke lapangan
| kendala dilapangan dengan baik,

las pemeriksa harus diutamakan,

dituntut dapat mengatas
sehingga kualitas petug
antara lain :
a) Berperilaku yang baik, berdedikasi yang tinggi dan tegas.

Tutur kata yang sopan dan tidak mudah marah sangat

diperlukan bagi seograng petugas pemeriksa tanpa
meninggalkan sikap | yang tegas sehingga terkesan
diperiksa.

b) Mempunyai performance yang baik

Penampilan petugas pemeriksa merupakan cermin yang

sangat menimbulkan ke
¢) Ulet dan pantang meny:
Dalam kegiatan peme

san bagi wajib pajak ynag diperiksa.
erah
riksaan, dibutuhkan keuletan dan

sikap pantang menyera

d) Kemampuan berkomu
Petugas pemeriksa ti
dengan wajib pajak.
dipengaruhi oleh ke

e) Mempunyai kondisi pri
Kendala yang dihadapi
Surabaya Tegalsari

muncul dari subyek yal

kondisi fisik yang prima.

dari tugas petugas pemeriksa.
ikasi yang baik
ak akan

Keberhasilan pemeriksa sangat

lepas dari komunikasi
puan berkomunikasi.

a

rasal dari alam seperti wilayah KPP
g panas maupun hal-hal yang
ng diperiksa sangat membutuhkan
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f) Mengerti dan mendalami undang-undang perpajakan

beserta peraturan pel

Alternatif-alternatif

aannya.
an masalah diatas diharapkan
a oleh KPP dan dapat dimanfaatkan

untuk ekstensifikasi wajib pajak. Ekstensifikasi wajib pajak dilakukan
apabila data yang diterima menyangkut Badan/Perseorangan yang belum
terdaftar di KPP (belum ber-NPWP) g berdomisili atau berkedudukan
di wilayah KPP sendiri. Pelaksanaan ekstensifikasi ini dilakukan oleh

Kasubsi P3EWP. Pelaksanaannya se
1. Kasubsi P3EWP melakukan penyg
Jjelas alamatnya dan tidak jelas
pada Daftar Pajak Tidak Dikena
tersebut diterbitkan Surat Himba
dicatat dalam Surat Himbauan te
2. Surat Himbauan tentang NPWP (
pajak. Daftar surat himbauann
Daftar Wajib Pajak tidak diken
Jjika melebihi jangka waktu satu

)

|

respon maka wajib pajak dimas
tidak mendaftarkan diri dan di
lapangan (Verlap).

Ruang lingkup pemeriksaan
ekstensifikasi wajib pajak meliputi
yang telah diketahui alamatnya d
mendaftarkan diri namun :

a. Calon wajib pajak tidak merespon
b. Calon wajib pajak merespon Sura
yang bersangkutan tidak wajib me

gai berikut :

rtiran wajib pajak tidak dikenal yang
alamatnya dengan memberi tanda
1 (KP.PDIP.3.8). Berdasarkan daftar

uan tentang NPWP (KP.PDIP.3.9) dan

tang NPWP (KP.PDIP.3.10).

.PDIP.3.9) dikirimkan kepada wajib
(KP.PDIP.3.10) digabung dengan
(KP.PDIP.5.80 yang bersangkutan,
ulan, wajib pajak tidak memberikan
kkan pada Daftar Wajib Pajak yang
sulkan untuk melakukan Verifikasi

ederhana lapangan dalam rangka
pemeriksaan terhadap wajib pajak

n telah dikirimi surat himbauan

surat himbauan
t Himbauan dan menyatakan bahwa
emiliki NPWP..
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c. Surat Himbauan kembali dari Kantor Pos

Pemeriksaan Sederhana Laj
wajib pajak dapat dilakukan oleh kelompok Pejabat Fungsional
Pemeriksaan Pajak Kanwil. Karikpa
Berdasarkan pertimbangan efesier
penyelesaian pemeriksaan relatif s|
hari dihitung sejak tanggal SPPP
(Laporan Pemeriksaan Pajak) di
dilaksanakan oleh KPP yaitu seksi
pemeriksa yang sekurang-kurangny
Seksi PDI sebagai penanggungjaws
pemeriksa.

Pemeriksaan dilakukan sesud
apabila tidak dapat menemukan al
tertera dalam SPPP (surat Perintah
pajak tidak diketahui atau dikenal o
dengan sura. keterangan dari apar:
merupakan salah satu kelengkapan

Hasil pemeriksaan dicatat d:
dan usul tentang tindak lanjut dari g
1) Calon wajib pajak diberikan NPV

secara jabatan.
2) Calon wajib pajak memiliki pe
perlu dilaksanakan pemeriksaan

PSL yang menghasilkan dat
material, baik untuk tahun berjala

harus diusulkan untuk ditindak lanj
diajukan ke Kanwil atasan.

xangan dalam rangka ekstensifikasi

maupun tenaga pemeriksaan di KPP.
1si dan mengingat tenggang waktu
ingkat, yaitu paling lambat 7 (tujuh)
(KP.RIK.PS.1.2) sampai dengan LPP
setujui oleh Kepala Kantor, PSL
PDI. Pemeriksaan dilakukan oleh tim
@ terdiri dari dua orang, yaitu Kepala

b dan petugas sebagai anggota tim

i dengan prosedur yang berlaku dan
amat calon wajib pajak sebagaimana
Pemeriksaan Pajak) atau calon wajib
leh masyarakat sekitarnya, dibuktikan
at pemerintah daerah setempat yang
dari LPP.

alam LPP yang memuat kesimpulan
remeriksaan tersebut antara lain :

VP dan atau dikukuhkan sebagai PKP

nghasilan yang terutang pajak dan
khusus.
a tentang obyek-obyek yang cukup

n maupun tahun-tahun sebelumnya,

uti dengan pemeriksaan khusus yang
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pe

kesimpulan antara lain :

1.

Pertambahan jumlah wajib pajak
Tegalsari dari tahun ke tahun te

rmasalahan yang ada dapat ditarik

« di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya
rmyata peningkatannya sedikit sekali,

hal ini dapat dilihat dari nilai prosentase peningkatan jumlah wajib

pajak, rata-rata kenaikannya adz
secara umum oleh sarana yar
aparat pajak tidak seimbang den
Tindakan yang dilakukan oleh
agar mau mendaftarkan diri ¢
adalah meningkatkan kegiatan
menyangkut penyuluhan, pelay
sanksi.

Pelaksanaan pemeriksaan sede
petugas pajak untuk mengop
rangka ekstensifikasi wajib paja
kuantitas dan kualitas petuga:
Tegalsari.

5.2 Saran

oleh Kantor

Berdasarkan data yang dipe
Pelayanan Pajak

alah 7,0 %. Hal ini terjadi disebabkan
1Ig tidak memadai. Misalnya jumlah
gan luas wilayah.

petugas pajak terhadap wajib pajak
dlan memperoleh NPWP diantaranya
Operasional secara keseluruhan yang

/anan, pengawasan, dan penerapan

rhana lapangan yang dilakukan oleh
timalkan pemanfaatan data dalam
K adalah melaksanakan penambahan
5 pemeriksa wilayah KPP Surabaya

rroleh dan hambatan yang dihadapi

Surabaya Tegalsari dalam rangka

meningkatkan jumlah wajib pajak penulis menyarankan :

8

Aparat pajak senantiasa mening

maupun lembaga.

gkatkan kualitas baik secara individu



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2. Melakukan pencarian data secara langsung dilapangan dengan
mendata wajib pajak yang potensial;

3. KPP Surabaya Tegalsari memberikan intensif berupa kenaikan tingkat
atau golongan terhadap petugas pajak yang dapat mencapai target
yang ditetapkan oleh KPP.

Dengan adanya upaya meningkatkan kualitas secara umum
diharapkan dapat melakukan pengecekan dengan baik terhadap hasil-
hasil pendataan yang telah dilakukan dilapangan.
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NO. FORMULIR .

E. | PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan per -

undang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lam -
piran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Surabaya, tanggal .............ooooooiiieennnee. 19 .....
Pemohon,
Naln-a'.l.clas ‘‘‘‘‘‘
F. | DNSI OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK

13. NPWP yang diberikan : DI | [ ][ ] I:ID_ED:]
14. Kode Bentuk Badan il M R ND. [ 1]
15. Kode Cabang (untuk WP Status Cabang) []j
16. Kode Wilayah Penagihan A EEE Ry A - o . R T

17. Kode Wilayah Pemerintahan : Daerah Tk. I Dj Daerah Tk. Il °

L]

. (1]
18. Kewajiban Pajak : — Pajak Penghasilan (Pasal 25/29 UU.PPh.1984) D
- Pajak Penghasilan (Pasal 21 UU.PPh.1984) ]

- Pajak Penghasilan (Pasal 22 UU.PPh.1984) ]

— Pajak Penghasilan (Pasal 23/26 UU.PPh.1984) D

— Pajak Pertambphan Nilai (UU.PPN.1984) 8

Surabaya, tanggal .............cocouveveneene. 19
A.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Surabaya Tegalsari

KP.PDIP. 4.2 , LEMBAR I
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SURAT PEMBERITAHUAN DOMISILI USAHA

Dengan ini kami,

Nama

Alamat rumah ) 5

Kelurahan

Kecamatan

Kotamadya : SURABAYA

memberitahukan dengan sebenarnya bahwa kami mempunyai :
Usaha

Beralamat di | B
Kelurahan

Kecamatan
Kotamadya/Kabupaten :

Demikian pemberitahuan ini agar yang berkepentingan maklum.

Surabaya,

Hormat Kami,

*) Agar diketahui olch Kelurahan
tempat usaha.
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